[ SALINAN J

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan tenaga
kerja sektor informal di Kabupaten Tangerang, Pemerintah
Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
masyarakat/penduduknya;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar
yang layak, dipandang perlu untuk meningkatkan
pelayanan  dan  memperluas  kepesertaan BPJS
Ketengakerjaan di Kabupaten Tangerang;

c. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan
pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan, Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu diubah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-...



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain
Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6467);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

10. Peraturan...



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6649);

12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
253);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik
Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Berita Daerah Kabupate Tangerang Tahun 2023 Nomor
38);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.



(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

f. juru parkir;

g.  sopir angkutan kota; dan

h. sopir rental.

Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pekerja
dan/atau masyarakat yang bekerja di sektor informal
dengan kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki
risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air
minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal layak,
pendidikan dan akses informasi.

Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutkan
dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutkan
dalam program:

a. JKK; dan

b. JKM.

Alokasi Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Daftar Nama Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin
Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 juli 2023
BUPATI TANGERANG
Ttd.
A ZAKI ISEANDARE

Diundanglan di Tigaraltsa
pada tanggal 28 Juli 2023
SEEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN TANGEEANG

Ttd.

MOCH, MAESYAL RASYID
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 1970¥207/199803 1 005



